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A B S T R A KPemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undangsebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilakusesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.Namun dalam pengawasannya yangmelibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertaidengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya.Hal ini mengakibatkanadanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisikepadanarapidana.Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian RemisiTerhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.Adapun sifat penelitianadalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahanutama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Datayang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnyakualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif.Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidanamengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya.Menurut ketentuan,remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan olehpemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.Akibatpergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisiyang secara otomatis berdampak pada pengawasannya.Selain itu, pelaksanaan pemberianremisi merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidanabersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan SistemPemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatanmelibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana TeknisPemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepadaDirektorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat.Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturanperundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yangmerupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihakyang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping adanya tindakan indisiplinerdari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturanperundang- undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu pengawasanpemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
ABSTRACKThe administration of remission to prisoner is order of the law as a stimulation sothat prisioner are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal ofcommunity system. But in controlling involving the institution or instances outside of thecommunity system is not combined with a firm regulation in the implementation. This casecauses there is the problem to make the administration of remission difficult for prisoner.Theresearch is done to know the supervision of remission administration on prisoner in Prisonrelated with the goal of community system. The nature of this research is normative yuridic.The materials of library and study of documents are made as main material of field data will
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be made as supportive and completing data. The data gathered will be singled out andanalyzed yuridically and to data of qualitative nature will be interpreted systematiclogically.The result of the study shows that the implementation of the giving of remissionupon the convicts deviates from time to time. The deviation includes its definition, criteria orobjectives as well. In accordance with laws, originally, remission is the convict’s rights now islikely a gift given the government and finally becomes an arena of transaction of people’sinterests. In results, there is an uncertainty of the regulations of the giving of remission whichautomatically influences to its monitoring. Beside it, implementation of remissionadministration is a right of prisoner and also as stimulation so that prisoner are ready toreceive the counseling to change the behavior according o the goal of Community System. Thecontrolling system in remission administration in Prison involves the Prison done beginningfrom Unit of Technique Impelemtor of Community, Regional fice Ministry of Law and HumanRights to be continued to Directorate General of Community, also involves the ControllingJudge and  observer. The problem found in administration of remission is there is not yet thefacility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be supporting ofbase for operational requirements for controlling the remission yuridical and structuralfoundation as supporting of base for iperational  requirements for controlling the remissionadministration for all parties involved in the remission administration, beside there isindiciplinary action of prisoner, so that it is attempted to implement as maximum as possiblethe statutes and operational implementation rule of remission administration especiallyfound in the law of Community.
Key Word : Supervission, Remission, Prisoner, Prison
I. PendahuluanSistem Peradilan Pidana merupakansuatu sistem yang “masukan” (input) berupapelaku-pelaku yang melakukan perbuatanmelanggar hukum pidana untuk “diproses”dan selanjutnya menjadi “keluaran” (out put)kembali pada masyarakat seperti sediakala.Dengan demikian cakupan tugas sistem inimemang luas meliputi : (a) mencegahmasyarakat menjadi korban kejahatan; (b)menyelesaikan kejahatan yang terjadi,sehingga masyarakat puas bahwa keadilantelah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;serta (c) berusaha agar mereka yang pernahmelakukan kejahatan tidak mengulangi lagiperbuatannya. Komponen-komponen yangbekerja sama dalam sistem ini terutamainstansi-instansi (badan-badan) yang kitakenal dengan nama : kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan.1Sebagaimana diketahui bahwa SistemPemasyarakatan yang berlaku dewasa ini,secara konseptual dan historis sangatberbeda dengan apa yang berlaku dalam
1Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan
SPP Kumpulan karangan Buku Kedua, cet.I, 2007,(Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan danPengabdian Hukum UI), 2007, hal. 140.
Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut SistemPemasyarakatan menempatkan narapidanasebagai subyek yang dipandang sebagaipribadi dan warga negara biasa sertadihadapi bukan dengan latar belakangpembalasan tetapi dengan pembinaan danbimbingan. Perbedaan dua sistem tersebutmemberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yangdilakukan, disebabkan perbedaan tujuanyang ingin dicapai.Gerakan-gerakan pembaharuanSistem Penjara terus berkembang, sebagaiakibat dari gerakan kemanusiaan yangmenganggap narapidana sebagai manusiayang utuh dan harus disosialisasikan sertaditunjang pula oleh penemuan-penemuanilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alamyang bersifat empiris.2Tujuan penghukuman adalahmencegah seseorang melakukan kejahatandan bukan merupakan pembalasan dendamdari masyarakat. Usaha-usaha yang samayang telah dilakukan dalam bidangkepenjaraan di negara Barat, khususnya diAmerika juga telah dilaksanakan di
2Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat,(Bandung: Alumni), 1992, hal. 97.
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Indonesia sejak tahun 1964, sehinggamuncul Sistem Kepenjaraan baru yangdikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.3PenyelenggaraanSistemPemasyarakatanmempunyai inti tugas tentang pembinaanterhadap narapidana seperti dalam PiagamPemasyarakatan sebagai hasil konferensikerja Direktorat Pemasyarakatan padatanggal 27 April sampai dengan 09 Mei 1964di Bandung. Menurut pasal 1, 2 dan 6 PiagamPemasyarakatan, arti tugas pembinaanadalah sebagai berikut :4“...yang berintegritas denganmasyarakat dan menuju kepadaintegritas kehidupan danpenghidupan. Pemasyarakatansebagai proses bergerak denganmenstimulir timbul danberkembangnya self propelling
adjustment menuju ke arahperkembangan pribadi melaluiasosiasinya sendiri menyesuaikanbahwa Sistem PemasyarakatanIndonesia mengandung artipembinaan narapidana denganintegritas kehidupan danpenghidupan”.Pemasyarakatan adalah suatu proses
therapeutic di mana si narapidana padawaktu masuk Lapas dalam keadaan tidakharmonis dengan masyarakat sekitarnya,dan mempunyai hubungan yang negatifdengan masyarakat. Sejauh itu narapidanalalu mengalami pembinaan yang tidak lepasdari unsur-unsur lain dalam masyarakat,sehingga pada akhirnya narapidana denganmasyarakat sekelilingnya merupakan suatukeutuhan dan keserasian (keharmonisan)hidup dengan penghidupan, tersembuhkandari segi-segi yang merugikan (negatif).5Tujuan penyelenggaraan SistemPemasyarakatan merupakan pembentukanwarga binaan menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
3Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan Ke
Pembinaan Narapidana, (Bandung: Alumni),1975, hal 72.4Bambang Poernomo,
PelaksanaanPidanaPenjaraDenganSistemPemasya
rakatan, (Yogyakarta: Liberty), 1986, hal 186.5Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas
Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta:Akademika Pressindo), 1983, hal 116.
tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan,hidup wajar sebagai warganegara danbertanggungjawab. Sedangkan fungsipenyelenggaraan Sistem Pemasyarakatanadalah menjadikan warga binaan menyatu(integral) dengan sehat dalam masyarakatdan dapat berperan bebas sertabertanggungjawab. Maksud dari manusiaseutuhnya ditafsirkan narapidana dan anakpidana sebagai sosok manusia yangdiarahkan kefitrahnya untuk menjalinhubungan dengan Tuhan, pribadi sertalingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasisecara sehat dijelaskan sebagai pemulihanhubungan warga binaan pemasyarakatan(WBP) dengan masyarakat.6Remisi atau penguranganpenghukuman selama narapidana menjalanihukuman pidana juga berubah dari waktu kewaktu.Sistem Kepenjaraan menempatkanremisi sebagai hadiah.Artinya remisi adalahhadiah dari Pemerintah kepadanarapidana.Sejak tahun 1950, remisi tidaklagi sebagai anugerah, tetapi menjadi haksetiap narapidana yang memenuhi syaratyang ditetapkan.Dalam sistem baru pembinaannarapidana, remisi ditempatkan sebagaimotivasi (salah satu motivasi) baginarapidana untuk membina diri sendiri.Sebab, remisi tidak sebagai hukum sepertidalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pulasebagai anugerah sebagaimana dalam sistemkepenjaraan, tetapi sebagai hak dankewajiban narapidana. Artinya jikanarapidana benar-benar melaksanakankewajibannya, ia berhak untuk mendapatremisi, sepanjang persyaratannya telahdipenuhi.7
II. Perumusan Masalah1. Bagaimana aturan hukum haknarapidana tentang remisi dalamSistem Peradilan Pidana di Indonesia?
6Permen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No, M.HH-OT.02.02 Tahun2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hal. 123.7CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan
Narapidana, (Jakarta: Djambatan), 1995, hal. 25.
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2. Bagaimana pelaksanaan pemberianremisi kepada narapidana diLembaga Pemasyarakatan Klas II ABinjai ?3. Apa hambatan dan upaya dalampelaksanaan pemberian remisikepada narapidana di LembagaPemasyarakatan Klas II A Binjai ?
III. Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan masalah yangtelah dikemukakan diatas, maka penelitianini bertujuan :1. Untuk mengetahui aturan hukum haknarapidana tentang remisi dalamSistem Peradilan Pidana di Indonesia.2. Untuk mengetahui pelaksanaanpengawasan pemberian remisi kepadanarapidana di LembagaPemasyarakatan Klas II A Binjai.3. Untuk mengetahui hambatan dan upayadalam pelaksanaan pemberian remisikepada narapidana di LembagaPemasyarakatan Klas II A Binjai.
IV. Metode Penelitian
A. Waktu PenelitianWaktu penelitian direncanakan padaBulan Juli 2016 sampai dengan BulanAgustus 2016
B. Sifat dan Jenis PenelitianUntuk mengumpulkan data dalamusulan penelitian ini dilakukan denganpenelitian yang bersifat deskriptif analitis,yaitu penelitian yang tidak hanyamenggambarkan permasalahan saja, tetapiperaturan dalam hal pemberian remisi danpelaksanaannya dalam praktek.Pengumpulan data dengan cara deskriptif iniadalah metode pendekatan yang dilakukanmelalui pendekatan secara yuridis normatif,yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukummengacu pada norma-norma hukum yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana yangberkaitan dengan remisi.
C. Data dan Sumber DataDalam penelitian pada umumnyadibedakan antara data yang diperolehsecara langsung dari masyarakat dan daribahan-bahan pustaka. Yang diperolehlangsung dari masyarakat dinamakan data
primer (atau dasar), sedangkan yangdiperoleh dari bahan-bahan pustakalazimnya dinamakan data sekunder.8Sumber data dalam penelitian ini terdiridari:1. Bahan Hukum Primer, antara lain:a. Norma atau kaedah dasar.b. Peraturan dasar.c. Peraturan Perundang-undangan yangberkaitan dengan SistemPemasyarakatan dan peraturanpemberian remisi antara lain,Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakat-an, KitabUndang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP),Keputusan Presiden Nomor 174Tahun 1999 Tentang Remisi,Keputusan Menteri NomorM.02.PK.04.10 Tahun 1990 dan lain-lain yang mengatur tentang remisi.2. Bahan Hukum SekunderUntuk menghimpun data sekunder,maka dibutuhkan bahan berupa buku yangberkaitan dengan Sistem Pemasyarakatanbaik tentang Pembinaan maupunpengawasan, karya ilmiah dan hasil-hasilseminar yang relevan dengan penelitian iniserta pendapat ahli yang dilengkapi dengandata primer.3. Bahan Hukum TersierBahan hukum penunjang yangmencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahanhukum primer, sekunder seperti kamusumum, kamus hukum, majalah dan jurnalilmiah, serta bahan-bahan di luar bidanghukum yang relevan dan dapatdipergunakan untuk melengkapi data yangdiperlukan dalam penelitian.9
D. MetodePendekatanMetode pendekatan yang dilakukanadalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers), 1983, hal. 12.9Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998),hal.195, sebagaimana dikutip dari SoerjonoSoekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum
NormatifSuatu Tinjauan Singkat, (JakartaRajawali Press, 1990), hal. 41
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mengkaji dan menelaah aspek hukummengacu pada norma-norma hukum yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana yangberkaitan dengan remisi.
E. Alat Pengumpul DataTeknik pengumpulan data dilakukandengan menggunakan teknik observasi danstudi dokumen. Teknik observasi diartikansebagai gejala yang tampak atau pencatatanobjek penelitian untuk melihat danmengamati secara langsung di lapangantentang keberadaan (situasi dan kondisi)Lapas Klas IIA Binjai dengan tujuan untukmemperoleh data yang akurat terkaitdengan objek penelitian. Sedangkan studidokumen digunakan untuk mengumpulkanbahan-bahan hukum berupa PeraturanPerundang-undangan dan peraturan lainnyayang terkait dengan pokok permasalahandan pertanyaan penelitian dalam tesis ini.
F. Analisis DataData yang diperoleh dari hasilpenelitian kemudian disajikan denganpendekatan kualitatif. Pada tahap awaldilakukan pengumpulan data primer dansekunder, kemudian data dikelompokkansesuai dengan rumusan masalah yangditetapkan. Data-data tersebut selanjutnyadikelompokkan untuk mendapat gambaranyang utuh, menyeluruh dan tepat sebagaipemecahan masalah-masalah yang akandijawab. Berikutnya dilakukan penulisanhasil penelitian dengan metode deskriptifanalitis di mana seluruh fakta danpermasalahan yang berhubungan denganobjek penelitian akan disajikan secara utuh,setelah dianalisis berdasarkan norma normahukum yang dituangkan dalam PeraturanPerundang-undangan.10
V. Hasil dan Pembahasan
A. Aturan Hukum Hak Narapidana
tentang Remisi dalam Sistem
Peradilan PidanaDalam KUHP yang berlaku sekarangdi Indonesia, pengaturan sanksi menerapkansistem dua jalur (double track system).
10Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian
Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta : UU Press1996), hal. 10.
Sistem demikian tetap dipertahankan dalampembaharuan hukum pidana nasional,sebagaimana dirumuskan dalam RancanganKUHP (Baru) Tahun 2008. Jenis-jenis pidanadirumuskan sebagai berikut:111. Pidana pokok terdiri atas :a. Pidana penjara ;b. Pidana tutupan;c. Pidana pengawasan;d. Pidana denda;e. Pidana kerja sosial.2. Urutan pidana pokok di atasmenentukan berat ringannya pidana.3. Pidana mati merupakan pidana yangbersifat khusus dan selalu diancamkansecara alternatif.4. Pidana tambahan terdiri atas :a. Pencabutan hak tertentu;b. Perampasan barang-barangtertentu dan/atau tagihan;c. Pengumuman putusan hakim;d. Pembayaran ganti rugi; dane. Pemenuhan kewajiban adatsetempat dan/atau kewajibanmenurut hukum yang hidup dalammasyarakat.Sedangkan jenis-jenis tindakandiatur dalam Pasal 101 Rancangan KUHP(Baru) Tahun 2008 sebagai berikut:121. Hakim dalam pelaksanaannya dapatmenjatuhkan tindakan kepada merekayang memenuhi Pasal 40 dan Pasal 41berupa :a. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;b. Penyerahan kepada pemerintah;c. Penyerahan kepada seseorang.2. Hakim dalam putusannya dapatmenjatuhkan tindakan bersama-samadengan pidana pokok berupa :a. Pencabutan izin mengemudi;b. Perampasan keuntungan yangdiperoleh dari tindak pidana;c. Perbaikan akibat-akibat tindakpidana;d. Latihan kerja:e. Perawatan di dalam suatu lembaga.Rancangan KUHP yang telahbeberapa kali diubah dan diperbaharui (yangsampai sekarang hanya sebatas rancangan
11Petrus Irwan Pandjaitan dan SamuelKikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana,(Jakarta:Ind Hill Co, cet. Pertama, 2007), hal. 5.12Ibid, hal. 6.
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atau keinginan sebagian orang yang peduliterhadap perubahan dan kemajuan duniahukum) sebenarnya telah cukup untukmenggambarkan bahwa ada ketertinggalancara pandang atau paradigma yang sudahtidak sesuai dengan situasi dan kondisi saatini khususnya di Indonesia terkait denganpidana dan pemidanaan. Dari RancanganKUHP itu sudah sangat jelas tergambarkeinginan dari para perancangnya supayatidak lagi memandang pidana danpemidanaan sebagai bentuk “pembunuhanterhadap karakter manusia yangmelanggarnya” tetapi lebih melihat sanksipidana sebagai bentuk “obat/pengobatanterhadap manusia yang sedang sakit”.13Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008bahkan telah memasukkan pemenuhankewajiban adat setempat dan/ataukewajiban menurut hukum yang hidupdalam masyarakat sebagai bentuk hukumantambahan yang dianggap bias membantumempercepat proses pemulihan baik untuksi pelaku maupun untuk masyarakat yangterganggu keadaannya akibat perbuatan atauulah si pelaku/pelanggar.14Remisi merupakan salah satu bagiandari fasilitas pembinaan yang tidak bisadipisahkan dari fasilitas pembinaan yanglainnya, di mana hakekat pembinaan adalahselain memberikan sanksi yang bersifat
punitif, juga memberikan reward sebagaisalah satu upaya pembinaan, agar programpembinaan dapat berjalan dan direspon olehWBP, sedangkan tujuan dari SistemPemasyarakatan adalah mengupayakanwarga binaan untuk tidak mengulangi lagiperbuatannya melanggar hukum yangpernah dilakukan sebagai warga masyarakatserta dapat berperan aktif sebagaimanaanggota masyarakat lainnya.15Pemberian remisi tidak dianggapsebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagiWBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikansarana untuk meningkatkan kualitas dirisekaligus memotivasi diri, sehingga dapatmendorong WBP kembali memilih jalankebenaran. Kesadaran untuk menerima
13Ibid, hal. 9.14Ibid15Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan
Pidana Penjara di Indonesia, cet. pertama(Bandung Refika Aditama), 2006, hal. 106.
dengan baik pembinaan yang dilakukan olehLapas maupun Rutan akan berpengaruhterhadap kelangsungan kehidupan di masamendatang. Perlu kita sadari bahwa manusiamempunyai dua potensi dalamkehidupannya, yaitu potensi untuk berbuatbaik dan potensi untuk melakukanperbuatan buruk (jahat), sehingga siapapundapat berbuat salah atau khilaf. Namundengan tekad dan kesungguhan hati untukmemperbaiki diri, niscaya masyarakat akanmemberikan apresiasi dan kepercayaankepada WBP untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberianremisi dimaksudkan juga untuk mengurangidampak negatif dari sub-kultur tempatpelaksanaan pidana, disparitas pidana danakibat pidana perampasan kemerdekaan.16Secara psikologis pemberian remisimempunyai pengaruh dalam menekantingkat frustasi sehingga dapat mereduksiatau meminimalisasi gangguan keamanandan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabangRutan, berupa pelarian, perkelahian dankerusuhan lainnya.17Pemberian remisi hendaknya dapatdijadikan semangat dan tekad bagi wargabinaan untuk mengisi hari-hari menjelangbebas dengan memperbanyak karya dancipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehinggaupaya WBP untuk mendapatkan remisitersebut dapat dimaknai sebagai persiapandiri dan kesungguhan untuk tidak melanggarhukum lagi yang akan sangat mendukungdan menunjang keberhasilan warga binaanpemasyarakatan dalam berintegrasi denganmasyarakat tempat di mana warga binaanpemasyarakatan kembali.18Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwapengertian remisi diartikan sebagaipengurangan hukuman terhadap narapidanadan anak pidana yang berkelakuan baikdengan tujuan untuk memotivasi narapidanayang bersangkutan dan narapidana yang lainuntuk berbuat baik dan segera menjalani
16Menteri Hukum dan HAM, Sambutan
Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara
PemberianRemisi Kepada WBP Pada Upacara
Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi
Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.17Ibid.18Ibid.
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kehidupan di masyarakat. Remisi bisadijadikan sebagai sarana untuk memotivasinarapidana melaksanakan program-programyang ada di Lapas supaya dijalankan denganbaik, melaksanakan peraturan tata tertibdengan harapan yang bersangkutanmendapatkan pengurangan hukumansehingga bisa segera kembali menjalanikehidupan di masyarakat secara normal.Bagi narapidana kebanyakan, hakremisi merupakan hak yang diharapkan danditunggu-tunggu sehingga denganberkurangnya hukuman segera dapatmenghirup udara bebas. Namun demikianhak itu juga dapat menimbulkankecemburuan dikalangan mereka. Hal inidapat terjadi karena dalam pelaksanaannyatidak terlepas dari faktor subyektifitas pihakpenilai di samping faktor-faktor lain yangberperan (ekonomi). Sebagai contoh, untukmendapatkan Remisi Tambahan salah satusyaratnya adalah “melakukan perbuatanyang membantu kegiatan pembinaan diLapas”. Untuk syarat ini yang berpeluanglebih besar dapat melakukannya adalahnarapidana yang mempunyai dana yangbesar, sedangkan narapidana yang tidakmampu secara ekonomi tidak dapatmelaksanakan program tersebut.Dalam rangka pelaksanaanpemberian remisi khususnya remisitambahan, agar tidak menimbulkankecemburuan di kalangan narapidana dankecurigaan masyarakat, perlu adanyaoptimalisasi lembaga pengawasan mulai dariUnit Pelaksana Teknis (UPT)Pemasyarakatan setempat yang jugamelibatkan Hakim Wasmat denganmenitikberatkan pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai denganketentuan yang ada.Didalam Undang – Undang No. 12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalamPasal 14 bahwa narapidanaberhakmendapatkan:19a. melakukan ibadah sesuai dengan agamaataukepercayaannya,b. mendapat perawatan, baik perawatanrohani maupunjasmani,c. mendapatkan pendidikandanpengajaran,
19Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan.
d. mendapatkan pelayanan kesehatan danmakanan yanglayak,e. menyampaikankeluhan,f. mendapatkan bahan bacaan danmengikuti siaran media massa lainnyayang tidak dilarang,g. mendapatkan upah atau pemi ataspekerjaan yangdilakukan,h. menerima kunjungan keluarga,penasihat hukum, atau orangtertentulainnya,i. mendapatkan pengurangan masapidana(remisi),j. mendapatkan kesempatan berasimilasitermasuk cuti mengunjungikeluarga,k. mendapatkan pembebasanbersyarat,l. mendapatkan cuti menjelang bebas,danm. mendapatkan hak-hak lain sesuaidengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.Keputusan Presiden Nomor 174Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkanbahwa, “setiap Narapidana dan anak pidanayang menjalani pidana penjara sementaradan pidana kurungan dapat diberikan remisiapabila yang bersangkutan berkelakuan baikselama menjalani pidana”.20 Di dalamPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 32 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1)menyebutkan bahwa: “setiap Narapidanadan anak pidana yang selama menjalanimasa pidana berkelakuan baik berhakmendapatkan remisi”.21Dalam Keputusan Presiden Nomor174 Tahun 1999 tentang Remisi,menyatakan bahwa remisi merupakan salahsatu tujuan sarana hukum yang pentingdalam rangka mewujudkan SistemPemasyarakatan. Berkaitan dengan haltersebut, posisi lembaga remisi adalahmerupakan salah satu alat pembinaan dalamSistem Pemasyarakatan yang berfungsi :1. Sebagai katalisator (untukmempercepat) upaya meminimalisasipengaruh prisonisasi.2. Sebagai katalisator (untukmempercepat) proses pemberian
20Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang
Remisi.21Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999tentang Syarat dan tata acara hak WBP.
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tanggung jawab di dalam masyarakatluas.3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalamproses pembinaan selama di dalamLapas.4. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.Remisi adalah penguranganhukuman dan merupakan hak yang dimilikioleh setiap narapidana. Tentunya haktersebut diberikan kepada mereka yangmemenuhi syarat untuk mendapatkan remisidimaksud. Syarat tersebut adalahberkelakuan baik, tidak dikenakan hukumandisiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6(enam) bulan, tidak dijatuhi hukumanmati/seumur hidup dan tidak sedangmenjalani pidana pengganti denda dan tidaksedang menjalani cuti menjelang bebas(CMB). Pemberian Remisi bukanlahmerupakan wujud belas kasihan Pemerintahkepada warga Negara Binaan. Remisi adalahrefleksi dan tanggung jawab warga binaanterhadap dirinya sendiri, yaitu sebagaitanggung jawab atas pelanggaran yang telahdilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baikwarga binaan terhadap petugas.22
B. Pelaksanaan Pengawasan Pemberian
Remisi kepada Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
BinjaiLembaga Pemasyarakatan Klas II ABinjai adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Kantor Wilayah Kementerian HukumDan HAM Sumatera Utara.Sebagai salah satu UPTPemasyarakatan maka LembagaPemasyarakatan Klas II A Binjai mempunyaifungsi berdasarkan Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun2003 tentang Struktur Organisasi dan TataKerja Lembaga Pemasyarakatan dan UUNomor 12 Tahun 1995 LembagaPemasyarakatan : mempersiapkan WargaBinaan Pemasyarakatan agar dapatberintegrasi secara sehat denganmasyarakat  sehingga  dapat  berperan
22Majalah Hukum Dan HAM Vol. IV No. 20September-Oktober 2006, hal. 11.
kembali  sebagai  anggota masyarakat yangbebas  dan  bertanggung  jawab,untukmenyelenggarakan  fungsi     tersebutLembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjaimelaksanakan tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan PembinaanNarapidana/Anak Didik Di LembagaPemasyarakatan.2. Memberikan  bimbingan,  perawatan,terapi  terhadap  Narapidana/AnakDidik di Lembaga Pemasyarakatan KlasII A Binjai.3. Melakukan bimbingankerohanian/social.4. Melakukan keamanan dan tata tertibLembaga Pemasyarakatan.5. Melakukan urusan tata usaha danrumah tangga.Sistem pembinaan yang dilaksanakandi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjaiberdasarkan pada Surat Edaran Nomor :KP.10.13/3/1 tanggal 08 Februari 1965tentang SistemPembinaan.Selain itu tugas LembagaPemasyarakatan tercantum dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 Bab IKetentuan Umum Pasal 2 bahwa SistemPemasyarakatan diselenggarakan dalamrangka membentuk warga binaanpemasyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan,memperbaiki diri dan tidak melanggartindak pidana sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat dapataktif berperan dalam pembangunan danhidup wajar sebagai warga yang baik danbertanggung jawab.Pohon Beringin Pengayoman dalamkaitannya dengan narapidana dan anakdidik, adalah merupakan suatu gagasan, ide,atau konsepsi tentang tujuan pidana penjaradan pelaksanaannya yaitu pelaksanaanpidana penjara yang disebut“Pemasyarakatan”.Terhadap gagasan yang dicetuskanoleh Sahardjo tersebut sebagai manusiaIndonesia tidak terkecuali harus mengangkattopi yang setinggi-tinginya atas gagasan yangtelah dikemukannya itu, demikian jugaNegara Indonesia c.q. Pemerintah Indonesiasudah sepantasnyalah memberikanpenghargaan yang juga setinggi- tingginyaatas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan“hak asasi manusia” bagi semua khususnya
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bagi narapidana yang semula dianggapsebagai sampah masyarakat karena telahtersesat jalan hidupnya. Memangdemikianlah seharusnya.“Negara yang besaradalah Negara yang tahu bagaimanamemperlakukan dan membina paramembina para pelanggar hukumnya”.23Hingga saat ini masih banyakterdapat perselisihan paham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud denganPemasyarakatan, dan akibatnya nampaksekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya.Sebagian pelaksana dalam gerak usahanyamengindentikkan Pemasyarakatan itudengan pemberian kelonggaran-kelonggaranyang  lebih  banyak  kepada  paranarapidana,  dengan  jalan  membiarkanmereka keluyuran diluar tembok, sebagianpelaksanaan mewujudkan pemasyarakatanitu sebagai fase behandeling (perlakuan)terakhir, sebagai overgangs fase dari dalamtembok ke tengah-tengah masyarakat,sebagian lagi menyamakan Pemasyarakatanitu dengan sosialisasi.24Kalau  gerak  usaha  menurutkonsepsi  liberal  terutama  berpusatkepada individu (narapidana) yangbersangkutan dan ditujukan pula kepadaindividu yang bersangkutan, maka gerakusaha menurut konsepsi Pemasyarakatanberpusat dan ditujukan kepada integritaskehidupan dan penghidupan dimanaindividu (narapidana) adalah salah satu darianggotanya (elemennya).Kedudukan dari Pemasyarakatandalam hal ini adalah sebagai sebagian daripengejawatahan keadilan (administration of
justice) dan lebih khusus lagi dalam bidangtata urusan perlakuan dari mereka yangkarena mengingkari tata tertib masyarakatdengan keputusan Hakim ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan/asuhanPemerintah.
C. Hambatan dan Upaya dalam
Pelaksanaan Pemberian Remisi
kepada Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Binjai
23A. Widiada Gunakarya.S.A, Sejarah Dan
Konsepsi Pemasyarakatan,(Bandung; Armico),1988, hal. 62-63.24Ibid, hal. 65
Berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan secara langsung di LembagaPemasyarakatan Klas II A Binjai dalampelaksanaan pemberian remisi terhadapNarapidana dan anak didik masih terdapatbeberapa faktor yang menjadi penghambat,antara lain adalah :1. FaktorYuridisDalam pelaksanaan pemberianremisi masih terdapat hal-hal yangmenghambat secara yuridis dalampelaksanaannya, hambatan tersebut yaitubelum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaansebagai payung hukum yang kuat yangmerupakan landasan yuridis dan strukturilsebagai penunjang atau dasar bagiketentuan-ketentuan operasionil suatupengawasan pemberian remisi, dalam hal iniperaturan perundang-undangan danperaturan pelaksanaan yang berlaku bagisemua pihak yang terlibat dalampengawasan pemberian remisi. Karenapengawasan pemberian remisi melibatkanbeberapa  instansi termasuk di luar LembagaPemasyarakatan atau Kementerian Hukumdan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas,Pengamat dan Jaksa yang secara tidaklangsung terlibat karena seringnya terjadiketerlambatan pemberian/penyerahaneksekusi oleh pihak Kejaksaan yangmengakibatkan keterlambatan pengajuanremisi bagi narapidana.2. Faktor Kelembagaan dan SumberDayaManusiaBelum adanya suatu lembaga atauinstitusi yang khususmengawasi pemberianremisi kepada narapidana.Hal ini sangatdiperlukan untuk meminimalisir terjadinyaketerlambatan pemberian hak narapidanakhususnya remisi dan menekan sekecilmungkin terjadinya kesalahan dalampemberian remisi.Hal ini tentunya dibarengidengan adanya syarat-syarat yang lebihspesifik dalam mendapatkan remisi.Keterbatasan Sumber Daya Manusiayang dalam tugas pokok dan fungsinya yangberkompeten dalam pelaksanaan tugastersebut, disamping itu juga ketiadaansarana untuk penghitung remisi.Contohketerbatasan sumber daya manusia padapegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II ABinjai yang bertugas di bagian registrasibelum banyak mengikuti pelatihan dan
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pendidikan tentang perhitungan remisi,kemudian jumlah petugas dibagian tersebutsangat minim.Dilihat dari jumlah narapidanayang ada pada Lembaga PemasyarakatanKlas II A Binjai pada saat ini lebih kurang1100 orang.Seyogyanya minimal 10(sepuluh) orang pegawai yang bertugas dibagian registrasi, kenyataannya pada saatsekarang hanya ada pegawai 6 (enam) orangtermasuk Kepala Sub Seksi Registrasi inimerupakan suatu penghambat dalakelancaran pengusulan narapidana untukmendapatkan remisi.3. Faktor Sarana danPrasaranaKetiadaan sarana untuk penghitungremisi, karena penghitungannya masihdilaksanakan secara manual yaitu denganmenggunakan alat telram yang jugadigunakan untuk menghitung Ekspirasi(perhitungan bebas/ lepasnarapidana).Ketiadaan sarana untukperhitungan remisi masih memakai secaramanual dengan memakai alat teleram,seharusnya perhitungan tersebut dilakukandengan memakai alat yang canggih sepertikomputerisasi.4. Faktor dari PerilakuNarapidanaSalah satu faktor sebagaipenghambat pemberian remisi adalah yangberasal dari diri narapidana sendiri dimananarapidana terlibat/melakukan tindakanindispliner atau hal-hal lain yang merupakanpelanggaran disiplin, sehingga narapidanamasuk dalam catatan Register F,25sehinggahak untuk memperoleh remisidicabut,seperti:
a. Narapidana mencoba melarikan diri dariLembaga Pemasyarakatan ataumelarikan diri kemudian tertangkapkembali, maka usulan remisi yangbersangkutan menjadi penghambatuntuk mendapatkanremisi.
b. Narapidana membuat atau terlibatkeributan di dalam lembagapemasyarakatan.
c. Narapidana tersebut melawan kepadapetugaspemasyarakatan.5. FaktorBudaya/KulturalKemudian juga masih terdapat jugafaktor–faktor menghambat secara
25Register F (daftar warga binaanPemasyarakatan yang melakukan pelanggarantata tertib lapas
budaya/kultural dalam pemberian remisitersebut yaitu:
a. Adanya keterlambatan dalam halpersyaratan pengajuan remisi seperti ;petikan vonis dari Pengadilan Negeriyang memutus perkara narapidanatersebut hingga terkadang untuk untukdiusulkan mendapat remisi meskipunnarapidana tersebut sudah lama diputusoleh pengadilan namun tidakdapatdiusulkan.
b. Adanya keterlambatan eksekusi darikejaksaan negeri sehingga narapidanatersebut belum berkuatan hukum tetapdapat menghambat dalam usulpemberian remisi. Keterlambataneksekusi dari kejaksaan menjadi faktorpenghambat bagi narapidana untkdiusulkan mendapat remisi, contohnyaadalah narapidana  tersebut sudah lamadiputus oleh Hakim oleh PengadilanNegeri, namun eksekusi dari KejaksaanNegeri belum datang. Padahal pada saatitu narapidana itu sudah dapatdiusulkan sudah mendaatkan remisikarena sudah menjelang 17 Agustusatau pada hari besar keagamaansehingga narapidana tersebutterhambat untuk diusulkan untukmendapatkanremisi.Perlu adanya upaya penyempurnaandengan melakukan langkah–langkah untukmeminimalisir terjadinya hambatan dalampemberian remisi, antara lain;1. FaktorYuridisMelaksanakan semaksimal mungkinperaturan perundang-undangan danperaturan pelaksanaan ketentuanoperasionil suatu pengawasan pemberianremisi khususnya yang terdapat di dalamUndang – Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan. Sambil menungguadanya suatu  peraturan  perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yangberlaku bagi semua pihak yang terlibatdalam pengawasan pemberian remisi.Karena pengawasan pemberian remisimelibatkan beberapa instansi termasuk diluar Lembaga Pemasyarakatan atauKementerian  Hukum dan HAM sendiri,seperti Hakim Pengawas dan Pengamat danJaksa atau pihak Kejaksaan yang secara tidaklangsung terlibat dalam pengajuan remisibagi narapidana.
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2. Faktor Kelembagaan dan SumberDayaManusiaMemberdayakan setiap lembaga atauinstitusi yang terlibat dalam pengawasanpemberian remisi kepada narapidana,melalui menjalin hubungan baik denganinstansi terkait. Hal ini sangat diperlukanuntuk meminimalisir terjadinyaketerlambatan pemberian hak narapidanakhususnya remisi dan menekan sekecilmungkin terjadinya kesalahan dalampemberian remisi.Peningkatan Sumber DayaManusia yang mampu dan berkompetendalam bidang tugasnya, dimana pegawaiharus mempunyai keahlian tentangPemasyarakatan agar tercipta sesuatukerjasama yang baik sehingga pelaksanaantugas dapat berjalan sesuai dengan tujuanyang telah di tetapkan. Dalam rangkameningkatkan kualitas pegawai, makakhusus petugas di registrasi lebih seringdiikutkan dalam berbagai pelatihanpemasyarakatan.Sebagai pendukung diadakanpenambahan petugas di bidang registrasiuntuk dapat lebih cepat dalam pemberianusul remisi, mengingat penghuni di lapaspada  saat ini sudah over kapasitas sehinggadalam proses pengusulan remisi seringdapat terlambat. Di sisi lain, diadakansosialisasi kepada petugas khusus yangbertugas dibagian pembinaan (registrasi)dalam rangka meningkatkan pengetahuantentang perhitungan dalam usulanremisi.3. Faktor Sarana danPrasaranaMeningkatkan pengadaan saranauntuk perhitungan remisi dengan tidak lagimemakai secara manual tetapi dengantehnologi yang canggih, dengan saranakomputerisasi khusus yang dapat di programuntuk perhitungan remisi. Sehinggamempermudah pelaksanaan pemberianremisi, karena data-data dari narapidanasudah terperinci dengan baik dan hal iniakan mempermudah aplikasi penghitunganremisi untuk setiapnarapidana.4. Faktor dari PerilakuNarapidanaPelaksanaan pembinaan di LembagaPemasyaraktan lebih dioptimalkan melaluipembinaan yang terstruktur danberkesinambungan agar Narapidanamenyadari   kesalahan dan   tidak   akanmegulangi   lagi   pelanggaran   yang telahdilakukan, serta mempunyai bekal
keterampilan setelah Narapidana selesaimenjalani masa pidananya.5. Faktorbudaya/kulturalKemudian juga dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaanpemberian remisi tersebut yaitu,mengadakan hubungan kerjasama dankoordinasi yang baik dengan pihak-pihakterkait dengan Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri,Kejasaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapatlebih cepat dalam pengiriman petikan vonis,eksekusi dari kejaksaan dan surat-suratpenahanan dari Kepolisian sehingga dalampengusulan remisi tidak menjadi suatupenghambat. Supaya narapidana itu dapatdiusulkan sudah mendapatkan remisikhususnya 17 Agustus atau pada hari besarkeagamaan.
VI. Penutup
A. KesimpulanBerdasarkan uraian yang telahdikemukakan pada bab-bab terdahulu baikpada tinjauan kepada pustakaan maupunanalisis data dan fakta yang ditemukan padadalam penelitian, maka sampailah penulispada bagian kesimpulan tesis ini yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:1. Menurut Undang-Undang Nomor 12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,pemberian remisi adalah haknarapidana. Implementasi pemberianremisi ternyata telah bergeser,disebabkan beberapa pengaturanmenyangkut remisi yang menerapkanpasal-pasal karet yang bisa ditarik ataudiulur (mulur mengkret) sesuaikepentingan pemberi dan penerimaremisi. Akibatnya tolak ukur pemberianremisi menjadi kabur, samar-samar dantidak jelas. Hal inilah yang membukapeluang terjadinya penyalahgunaanwewenang dan jabatan dalampemberian remisi oleh pihak-pihak yangterkait dengan pemberian remisitersebut kepada narapidana, sehinggapemberian remisi bukan lagi hak, bukanjuga hadiah atau pemberian pemerintah,tetapi telah menjadi alat kepentingan.2. Pengawasan pemberian remisi diLembaga Pemasyarakatan melibatkansebahagian komponen sistem peradilanpidana yaitu Pengadilan dan Lembaga
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Pemasyarakatan yang dilakukan mulaidari Unit Pelaksana TeknisPemasyarakatan setempat yangmengusulkan perolehan remisi kepadaKantorWilayahKementerianHukumdanHakAsasiManusiauntukditeruskankepadaDirektorat Jenderal Pemasyarakatan(Direktorat Bina Registrasi danStatistik). Selanjutnya diterima olehnarapidana yang bersangkutan. Dalammelakukan tugas pengawasan itu jugamelibatkan hakim pengawas danpengamat yang menitikberatkanpengawasannya pada hak-hakNarapidana antara lain apakahNarapidana memperoleh hak-haknyasepanjang pemasyarakatan–pemasyarakatan prosedural sesuaisistem pemasyarakatan telah dipenuhitermasuk pemberian asimilasi, remisi,cuti, lepas bersyarat/ integrasi dan lain–lain.3. Berkaitan dengan pemberian remisimasih terdapat hal-hal yangmenghambat dalam pelaksanaannyayang menimbulkan akibat hukum bagiNarapidana, yaitu : Narapidana terlibat/melakukan tindakan indisiplinersehingga hak untuk memperoleh remisidicabut, hambatan lain adalahketerbatasan sumber daya manusiayang mencukupi dan memadai bagikebutuhan pelaksanaan tugaspembinaan narapidana sertaketerlambatan dalam hal persyaratanpengajuan remisi, karena selama inipengerjaannya masih dilaksanakansecara manual. Disisi lain Adanyaketerlambatan dalam hal persyaratanpengajuan remisi, serta keterlambatanpetikan vonis dari Pengadilan daneksekusi dari Kejaksaan serta Suratpenahanan dari Kepolisian. Sehinggadilakukan berbagai upaya untukmengatasi hambatan-hambatan tersebutmelalui Melakukan pembinaanterstruktur dan berkesinambungandengan tujuan supaya Narapidanamenyadari kesalahannya dan tidakmengulangi pelanggaran lagi,meningkatkan sumber daya    manusiapetugas    baik    secara    kualitas    dankuantitas dengan mengikutsertakan
berbagai pelatihan terkait, mengadakansarana penghitung Remisi melaluikomputerisasi yang di programperhitungan Remisi, mengadakansosialisasi kepada petugas khusus yangbertugas dibagian pembinaan(registrasi) dalam rangka meningkatkanpengetahuan tentang perhitungandalam usulan remisi, mengadakanhubungan kerjasama yang baik denganpihak-pihak terkait dengan Pengadilan,Kejaksaan dan Kepolisian untuk dapatlebih cepat dalam pengiriman petikanvonis, eksekusi dari kejaksaan dansurat-surat penahanan dariKepolisian.
B. SaranSetelah melakukan pembahasan dananalisa terhadap permasalahan yang telahdikemukakan dalam tesis ini, maka sebagaisaran yang dapat diberikan oleh penulisadalah:1. Untuk mengatasi permasalahanPerundang-Undangan, Pemerintahharus konsisten denganmenginventarisir kembali seluruhperaturan yang terkait denganPemasyarakatan. Peraturan yang sudahtidak sesuai seharusnya segera ditinjauulang dan diganti, sementara peraturan-peraturan yang masih sesuai bahkanmenjadi alat kebijakan kriminal yangberdampak baik dalam pelaksanaannya,supaya dilaksanakan dengan konsisten,tidak dilakukan pengeroposan dengankebijakan baru yang justerumenimbulkan masalah sertamenghilangkan nilai positif padakebijakan yang lama.Skep Menteri Kehakiman RI NomorM.04.UM.01.06 tahun 1983 tentangPenetapan Lapas tertentu sebagai Rutansemestinya dicabut dan diganti denganperaturan baru yang mewajibkanpemerintah untuk tidak mencampurkanNarapidana dengan Tahanan sesuaiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.Terhadap Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia RINomor : M.04.HN.02.01 tanggal 27 April2001 dan Nomor M.01.HN.02.01 tanggal22 Mei 2006, seyogyanya ditinjau ulangdan dicabut supaya tidak menimbulkanpasal-pasal karet yang membuka
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peluang penyalahgunaan wewenang danjabatan dalam pemberian remisi danhak-hak narapidana lainnya.2. Untuk menghindari terjadinyakerancuan dalam melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaanpemberian remisi, disarankan supayadibentuk suatu lembaga pengawaspemberian remisi tentu dengan suatupayung hukum yang kuat sebagai dasarbagi lembaga pengawas dalammelaksakan tugasnya. Dengan adanyasuatu lembaga pengawas remisi danpayung hukumnya, diharapkankurangnya koordinasi antar pengawaspemberian remisi tidak terjadi lagi ataudapat diminimalisir. Untuk mendukunghal tersebut perlu juga diadakanpertemuan rutin antara pengawaspemberian remisi yang dilakukan secaraberkelanjutan.3. Dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangkapelaksanaan pemberian remisi,disarankan untuk menjalin hubunganbaik dan koordinasi dengan instansiterkait lainnya. Untuk mendukungpemberian remisi tersebut diperlukansarana dan prasarana yang memadaiberupa data base dalam penghitunganremisi serta peningkatan kompetensiSumber Daya Manusia denganmengadakan pelatihan yangberkesinambungan sesuai  dengankebutuhan.
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